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GENERASI SOLUTIF MENGATASI KASUS PELANGGARAN
HAK DAN KEWAJIBAN
I. PENDAHULUAN

Selamat datang dalam pembelajaran yang mendalam mengenai salah satu pilar
utama kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yakni keseimbangan antara
hak dan kewajiban. Dalam modul ini, kita akan bersama-sama menjelajahi
kompleksitas isu pelanggaran hak dan kewajiban, serta bagaimana kita, sebagai
generasi muda yang solutif, dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan
masyarakat yang lebih adil dan beradab. Pembelajaran ini dirancang untuk tidak
hanya memahami konsep secara teoretis, tetapi juga untuk meresapi nilai-nilai,
menganalisis kasus nyata, dan merumuskan solusi konkret yang berakar pada
Pancasila.

A. LATAR BELAKANG PENTINGNYA HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam
kehidupan manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun
warga negara. Keberadaan hak tanpa diimbangi kewajiban akan
menciptakan anarki dan egoisme, sementara kewajiban tanpa pemenuhan
hak akan melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Dalam konteks
Indonesia, fondasi filosofis dan yuridis mengenai hak dan kewajiban ini
tertuang jelas dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Keseimbangan ini menjadi krusial demi terwujudnya
harmoni sosial, stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, realitasnya, pelanggaran terhadap hak dan pengabaian terhadap
kewajiban masih sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari
skala personal hingga struktural. Fenomena ini tentu saja mengancam
sendi-sendi kebangsaan dan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan para
pendiri bangsa. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan
kesadaran kolektif untuk mengatasi permasalahan ini menjadi sangat
mendesak.

B. RELEVANSI DENGAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN MENDALAM

Materi ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan mata pelajaran
Pendidikan Pancasila, khususnya bagi siswa kelas 12 Sekolah Menengah
Atas. Pendidikan Pancasila bukan sekadar menghafal butir-butir Pancasila,
melainkan bagaimana menjiwai, menginternalisasi, dan
mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-
hari. Isu hak dan kewajiban secara langsung bersentuhan dengan sila kedua
(Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), sila ketiga (Persatuan Indonesia),
sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan), dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia).




Masnun suaedi

Pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) yang kita gunakan
dalam modul ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya memahami
fakta, tetapi juga untuk menganalisis, mengevaluasi, mensintesis, dan
menciptakan solusi. Ini berarti kita akan bergerak melampaui pembelajaran
permukaan yang hanya berfokus pada definisi dan contoh, menuju
pemahaman yang lebih substansial tentang mengapa pelanggaran terjadi,
apa akar masalahnya, dan bagaimana kita dapat berkontribusi secara
signifikan untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, diharapkan siswa
tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga agen perubahan yang
mampu berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan
sosial. Ini adalah panggilan bagi generasi muda untuk tidak hanya menjadi
penonton, tetapi aktor utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

II. MEMAHAMI KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SECARA MENDALAM

Untuk dapat menjadi generasi solutif, langkah pertama yang fundamental
adalah memiliki pemahaman yang kuat dan mendalam mengenai apa itu hak
dan apa itu kewajiban. Pemahaman yang dangkal seringkali menjadi pangkal
permasalahan, karena orang tidak memahami esensi, batasan, dan keterkaitan
antara keduanya.

A. DEFINISI DAN ESENSI HAK

Secara etimologis, kata "hak" berasal dari bahasa Arab "haq" yang berarti
kebenaran, kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan. Dalam konteks
hukum dan sosial, hak diartikan sebagai segala sesuatu yang melekat pada
diri manusia sejak lahir, dan bahkan sebelum itu, yang harus diperoleh atau
didapatkan. Hak adalah klaim yang sah terhadap orang lain, masyarakat,
atau negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak menjamin
kebebasan, martabat, dan kesejahteraan individu.

1. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konteks Pancasila

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri
setiap manusia sejak ia dilahirkan, bersifat universal, tidak dapat
dicabut, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat diabaikan. HAM bukan
pemberian negara atau kelompok mana pun, melainkan anugerah dari
Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban
untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya.

Dalam konteks Pancasila, HAM tidak dipandang secara individualistik
liberal yang absolut, melainkan dalam kerangka keseimbangan dengan
kewajiban dan nilai-nilai kemasyarakatan. Sila kedua, "Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab," secara eksplisit menegaskan pengakuan
terhadap harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang adil. Ini
berarti HAM harus diimplementasikan dengan menjunjung tinggi nilai-
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nilai kemanusiaan, keadilan, dan adab. Pancasila menolak setiap bentuk
penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM, namun juga
mengingatkan bahwa penggunaan hak tidak boleh merugikan hak orang
lain atau kepentingan umum. Misalnya, hak untuk berpendapat tidak
boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian atau fitnah yang
melanggar hak orang lain. Keadilan sosial sebagai cita-cita Pancasila
juga menekankan bahwa HAM harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat
tanpa terkecuali, bukan hanya segelintir orang. Ini mencakup hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya, di samping hak-hak sipil dan politik.

Hak Warga Negara

Hak warga negara adalah seperangkat hak yang diberikan oleh negara
kepada individu sebagai anggota suatu negara, yang diatur dalam
konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini bersifat
spesifik karena hanya berlaku bagi warga negara dari negara tersebut.
Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak
untuk menduduki jabatan pemerintahan, atau hak untuk mendapatkan
perlindungan hukum dari negara.

Di Indonesia, hak-hak warga negara ini secara garis besar diatur dalam
Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tentang Hak Asasi Manusia dan bab-bab lain yang relevan. Misalnya,
hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan (Pasal 28E ayat 3), hak untuk hidup dan mempertahankan
hidup (Pasal 28A), hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31), hak
untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27
ayat 2), serta hak untuk beragama (Pasal 28E ayat 1). Penting untuk
diingat bahwa hak warga negara ini tidak boleh bertentangan dengan
HAM universal, melainkan merupakan perwujudan dan penjabaran HAM
dalam konteks kenegaraan.

Hak Individu dan Hak Kolektif

Selain klasifikasi HAM dan hak warga negara, hak juga dapat dibedakan
menjadi hak individu dan hak kolektif.

Hak individu adalah hak yang melekat pada diri seseorang secara
pribadi, yang pemenuhannya berpusat pada kepentingan dan
kebebasan pribadinya. Contohnya adalah hak atas privasi, hak untuk
memiliki harta benda, hak untuk bebas bergerak, atau hak untuk
mengembangkan diri. Hak-hak ini penting untuk menjamin otonomi dan
kebebasan setiap individu dalam menjalani kehidupannya.

Sementara itu, hak kolektif atau hak komunal adalah hak yang dimiliki
oleh suatu kelompok atau komunitas sebagai satu kesatuan, yang
pemenuhannya bertujuan untuk kepentingan bersama kelompok
tersebut. Contoh hak kolektif adalah hak atas lingkungan hidup yang
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bersih dan sehat, hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan budaya
mereka, hak untuk berorganisasi, atau hak untuk mendapatkan
pelayanan publik yang setara. Hak kolektif seringkali membutuhkan
partisipasi dan kerjasama banyak individu untuk dapat direalisasikan.
Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pengakuan atas hak-hak
kolektif, terutama bagi masyarakat adat dan minoritas, menjadi sangat
penting untuk menjaga persatuan dan kebhinekaan. Keseimbangan
antara hak individu dan hak kolektif inilah yang menjadi salah satu
tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial.

B. DEFINISI DAN ESENSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dipenuhi
oleh seseorang sebagai konsekuensi dari hak yang diperolehnya atau
sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, orang lain,
masyarakat, atau negara. Kewajiban bersifat mengikat dan jika tidak
dipenuhi dapat menimbulkan sanksi, baik sanksi moral maupun sanksi
hukum. Kewajiban adalah prasyarat bagi terciptanya ketertiban dan
keteraturan sosial.

1. Kewajiban Asasi Manusia

Sebagaimana ada Hak Asasi Manusia, ada pula Kewajiban Asasi
Manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dipenuhi
oleh setiap manusia tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar
golongan, sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya. Kewajiban ini
seringkali merupakan cerminan dari hak asasi orang lain. Misalnya, hak
untuk hidup orang lain adalah kewajiban bagi kita untuk tidak
menghilangkan nyawa orang lain. Hak untuk berpendapat orang lain
adalah kewajiban bagi kita untuk menghormati pendapat tersebut,
meskipun berbeda.

Dalam konteks Pancasila, kewajiban asasi ini sangat ditekankan. Sila
pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," secara implisit menuntut
kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moralitas
dalam berinteraksi sesama manusia dan alam. Sila kedua menuntut
kewajiban untuk memperlakukan sesama manusia secara adil dan
beradab. Sila ketiga menuntut kewajiban untuk menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa. Secara umum, kewajiban asasi juga mencakup
kewajiban untuk menghormati hukum, menjaga ketertiban umum, dan
berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Tanpa pemenuhan
kewajiban asasi ini, sulit membayangkan terwujudnya masyarakat yang
harmonis dan beradab.

2. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban warga negara adalah seperangkat tanggung jawab yang
harus dipikul oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara, yang
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diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban
ini merupakan konsekuensi logis dari statusnya sebagai warga negara
dan hak-hak yang telah diberikan negara kepadanya.

Di Indonesia, kewajiban warga negara ini juga secara eksplisit diatur
dalam UUD 1945. Beberapa contoh kewajiban warga negara antara lain:

a. Kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
(Pasal 27 ayat 1). Ini berarti setiap warga negara harus patuh pada
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum.

b. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal
27 ayat 3). Ini tidak hanya berarti angkat senjata, tetapi juga
partisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan
keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik militer maupun
non-militer.

c. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain (Pasal
28] ayat 1). Ini adalah kewajiban yang sangat fundamental,
mengingatkan bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang
lain.

d. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dalam rangka menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28] ayat
2).

e. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2). Ini
merupakan investasi masa depan bangsa, di mana setiap warga
negara diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan
yang memadai.

f. Kewajiban untuk membayar pajak (Pasal 23A). Pajak adalah sumber
utama pembiayaan pembangunan negara, sehingga kepatuhan
dalam membayar pajak adalah bentuk kontribusi nyata warga
negara.

Pemenuhan  kewajiban-kewajiban ini  sangat vital  untuk
keberlangsungan negara dan terwujudnya kesejahteraan bersama.

Kewajiban Moral dan Kewajiban Hukum

Kewajiban juga dapat dibedakan berdasarkan sumber dan sifat
pengikatnya, yaitu kewajiban moral dan kewajiban hukum.

Kewajiban moral adalah kewajiban yang bersumber dari hati nurani,
etika, agama, atau nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh individu atau
masyarakat. Pelanggaran terhadap kewajiban moral umumnya tidak
akan dikenakan sanksi hukum formal, tetapi dapat menimbulkan sanksi
sosial berupa celaan, pengucilan, atau rasa bersalah pada diri sendiri.
Contohnya adalah kewajiban untuk menolong sesama yang
membutuhkan, kewajiban untuk berkata jujur, atau kewajiban untuk
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berbakti kepada orang tua. Meskipun tidak ada pasal hukum yang
menghukum jika kita tidak menolong orang lain (kecuali dalam kasus
tertentu seperti penelantaran), namun secara moral kita akan merasa
bersalah dan masyarakat akan memandang kita kurang beradab.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang diatur dan ditegakkan oleh
sistem hukum suatu negara. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum
akan dikenakan sanksi hukum yang jelas dan tegas, seperti denda,
penjara, atau hukuman lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.
Contohnya adalah kewajiban untuk mematuhi rambu lalu lintas,
kewajiban untuk tidak melakukan pencurian, atau kewajiban untuk
membayar pajak. Kewajiban hukum memiliki daya paksa karena
didukung oleh otoritas negara. Dalam banyak kasus, kewajiban hukum
merupakan formalisasi dari kewajiban moral, di mana nilai-nilai moral
yang dianggap sangat penting bagi ketertiban sosial kemudian diangkat
menjadi norma hukum. Namun, ada pula kewajiban hukum yang
mungkin tidak secara langsung terkait dengan moralitas, melainkan
lebih pada aspek administratif atau teknis untuk menjaga ketertiban.

C. HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN

Memahami hak dan kewajiban secara terpisah tidaklah cukup. Keduanya
memiliki hubungan yang sangat erat, timbal balik, dan tidak dapat
dipisahkan. Satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi.

1. Saling Ketergantungan dan Keseimbangan

Hubungan antara hak dan kewajiban bersifat kausalitas dan resiprokal.
Artinya, pemenuhan hak seseorang seringkali menjadi kewajiban bagi
orang lain, dan sebaliknya, pelaksanaan kewajiban seseorang akan
menjamin pemenuhan hak orang lain. Misalnya, hak setiap anak untuk
mendapatkan pendidikan adalah kewajiban bagi orang tua dan negara
untuk menyediakannya. Di sisi lain, kewajiban siswa untuk belajar
dengan tekun adalah bagian dari upaya untuk memanfaatkan hak
pendidikan yang telah diberikan.

Tidak hanya itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah kunci
terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan adil. Jika seseorang hanya
menuntut haknya tanpa mau melaksanakan kewajibannya, maka akan
terjadi ketimpangan dan kekacauan. Demikian pula, jika seseorang
hanya dibebani kewajiban tanpa pemenuhan haknya, maka akan terjadi
penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan
ini harus senantiasa dijaga dalam setiap aspek kehidupan. Negara,
sebagai pemegang otoritas, memiliki tanggung jawab untuk
menciptakan sistem hukum dan sosial yang menjamin keseimbangan
ini, sementara warga negara memiliki tanggung jawab untuk
memahami dan mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari.
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2. Perspektif Pancasila terhadap Keseimbangan Hak dan

Kewajiban

Pancasila memberikan landasan filosofis yang sangat kuat mengenai
keseimbangan hak dan kewajiban. Kelima sila Pancasila secara
keseluruhan menekankan pentingnya harmoni, keadilan, dan
keseimbangan.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa segala hak dan
kewajiban  manusia bersumber dari Tuhan, sehingga
penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara moral dan
spiritual. Ini menuntun pada sikap tidak egois dan mengutamakan
kebaikan bersama.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa setiap
manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, sehingga hak-
haknya harus dihormati dan kewajibannya harus dilaksanakan
dengan penuh kesadaran akan kemanusiaan. Keadilan di sini berarti
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan
menuntut setiap orang melaksanakan apa yang menjadi
kewajibannya.

c. Sila Persatuan Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak dan
kewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa. Hak untuk berserikat
dan berkumpul harus diimbangi dengan kewajiban untuk tidak
memecah belah persatuan.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan menunjukkan bahwa hak untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan harus diimbangi
dengan kewajiban untuk menghormati hasil musyawarah dan
mengedepankan kepentingan bersama.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah puncak
dari keseimbangan ini, di mana hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dan
setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam
mewujudkan keadilan tersebut.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sekadar mengatur hak dan
kewajiban, tetapi juga memberikan pedoman moral dan etika yang
mendalam agar pelaksanaannya selalu dalam koridor keadilan,
kemanusiaan, dan kebersamaan. Ini adalah fondasi bagi generasi solutif
untuk merumuskan pendekatan yang holistik dalam mengatasi
pelanggaran hak dan kewajiban.
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III. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK DAN
KEWAJIBAN

Setelah memahami secara mendalam konsep hak dan kewajiban, langkah
selanjutnya bagi generasi solutif adalah mampu mengidentifikasi dan
menganalisis berbagai kasus pelanggaran yang terjadi. Kemampuan ini bukan
hanya untuk mengetahui apa yang salah, tetapi juga untuk memahami akar
masalah dan dampaknya secara komprehensif.

A. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK

Pelanggaran hak terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak mendapatkan
apa yang seharusnya menjadi miliknya atau ketika hak-hak mereka
diabaikan, direbut, atau dilanggar oleh pihak lain. Bentuk-bentuk
pelanggaran hak sangat beragam, mulai dari yang paling ringan hingga
yang paling berat, dan dapat terjadi di berbagai tingkatan.

1. Pelanggaran HAM (contoh konkret di Indonesia)

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bentuk pelanggaran hak
yang paling serius karena menyentuh harkat dan martabat fundamental
manusia. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi dan
lembaga HAM, kasus pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah
yang besar.

Contoh-contoh konkret pelanggaran HAM di Indonesia meliputi:

a.

Pelanggaran Hak untuk Hidup: Kasus-kasus pembunuhan di luar
proses hukum (extrajudicial killing), kekerasan aparat keamanan
yang menyebabkan kematian, atau konflik sosial yang merenggut
nyawa. Misalnya, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti
peristiwa 1965, Talangsari, Tanjung Priok, atau Tragedi Semanggi
dan Trisakti, yang hingga kini penyelesaiannya masih belum tuntas.

Pelanggaran Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Tidak
Manusiawi: Kasus penyiksaan tahanan atau narapidana oleh oknum
aparat, perlakuan diskriminatif, atau praktik perbudakan modern.
Misalnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ekstrem, atau
pekerja migran yang disiksa di luar negeri.

Pelanggaran Hak untuk Kemerdekaan Berpendapat dan
Berekspresi: Pembatasan kebebasan pers, penangkapan aktivis
karena mengkritik pemerintah, atau pembubaran paksa kegiatan
yang damai. Meskipun Indonesia menjamin  kebebasan
berpendapat, masih ada kasus-kasus kriminalisasi terhadap jurnalis
atau warga yang menyuarakan kritik.

Pelanggaran Hak untuk Mendapatkan Keadilan: Sulitnya akses
keadilan bagi kelompok miskin dan rentan, praktik suap dalam
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peradilan, atau putusan hakim yang tidak independen. Misalnya,
kasus salah tangkap, atau proses hukum yang berlarut-larut tanpa
kepastian.

Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Penggusuran paksa
masyarakat adat tanpa ganti rugi yang layak, diskriminasi dalam
akses pendidikan atau layanan kesehatan, atau perusakan
lingkungan yang berdampak pada mata pencarian masyarakat.
Misalnya, kasus sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat
yang menyebabkan hilangnya sumber penghidupan warga.

Analisis mendalam terhadap kasus-kasus ini akan menunjukkan bahwa
pelanggaran HAM seringkali melibatkan aktor negara maupun non-
negara, serta memiliki dimensi struktural yang kompleks.

Pelanggaran Hak Warga Negara (contoh konkret)

Pelanggaran hak warga negara adalah pengabaian atau penolakan
terhadap hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang bagi
warga negara.

Contoh-contoh konkret di Indonesia:

a.

Pelanggaran Hak Memilih dan Dipilih: Kecurangan dalam pemilu,
penghilangan nama dari daftar pemilih, atau pembatasan hak politik
kelompok tertentu. Misalnya, kasus manipulasi suara atau intimidasi
pemilih.

Pelanggaran Hak Mendapatkan Pelayanan Publik yang Baik:
Diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, birokrasi yang berbelit-
belit dan pungutan liar dalam pengurusan dokumen, atau
lambatnya penanganan pengaduan masyarakat. Contohnya, kasus
pasien miskin yang ditolak rumah sakit karena tidak memiliki biaya,
atau lambatnya pengurusan KTP atau SIM.

Pelanggaran Hak Mendapatkan Pendidikan yang Layak:
Kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan
pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan, atau biaya pendidikan
yang mahal. Misalnya, masih banyak sekolah di daerah terpencil
yang kekurangan guru dan sarana prasarana.

Pelanggaran Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang
Layak: Praktik diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja
(berdasarkan gender, agama, atau usia), upah di bawah standar,
atau kondisi kerja yang tidak aman dan tidak manusiawi. Misalnya,
kasus buruh yang dipecat sepihak tanpa pesangon.

Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat:
Pencemaran sungai oleh limbah industri, deforestasi yang
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menyebabkan banjir dan longsor, atau polusi udara di perkotaan
akibat emisi kendaraan dan pabrik. Ini merupakan pelanggaran hak
kolektif yang berdampak luas.

Pelanggaran hak warga negara seringkali disebabkan oleh lemahnya
penegakan hukum, korupsi, atau kebijakan yang tidak berpihak pada
rakyat.

3. Pelanggaran Hak Individu dalam Kehidupan Sehari-hari

Pelanggaran hak individu adalah bentuk pelanggaran yang paling sering
kita temui dalam interaksi sosial sehari-hari, meskipun kadang tidak
disadari sebagai pelanggaran hak.

Contoh-contohnya meliputi:

a. Perundungan (Bullying): Baik secara fisik, verbal, maupun siber,
yang melanggar hak seseorang untuk merasa aman, dihormati, dan
bebas dari kekerasan.

b. Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) atau Fitnah: Melanggar hak
seseorang atas reputasi dan nama baik.

c. Pencurian atau Pengambilan Barang Milik Orang Lain Tanpa Izin:
Melanggar hak atas kepemilikan pribadi.

d. Intoleransi dan Diskriminasi dalam Lingkungan Sosial: Menolak
berinteraksi atau memberikan perlakuan berbeda karena perbedaan
suku, agama, ras, atau gender, melanggar hak untuk diperlakukan
setara.

e. Mengganggu Ketenangan Orang Lain: Misalnya, menyetel musik
terlalu keras di permukiman padat penduduk, melanggar hak
tetangga untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan.

f. Pelanggaran Privasi: Mengambil foto atau video tanpa izin,
menyebarkan informasi pribadi orang lain, atau menguntit,
melanggar hak atas privasi.

Meskipun terlihat "kecil," pelanggaran hak individu ini dapat
menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korbannya dan jika
dibiarkan dapat merusak tatanan sosial.

B. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN KEWAJIBAN

Pelanggaran kewajiban terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak
melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya atau mengabaikan
tugas yang seharusnya dipenuhi. Pelanggaran kewajiban juga memiliki
spektrum yang luas dan dampak yang beragam.
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1. Pelanggaran Kewajiban Asasi

Pelanggaran kewajiban asasi adalah pengabaian tanggung jawab dasar
manusia terhadap sesama dan lingkungan.
Contoh-contohnya:

a.

Tidak Menghormati Hak Asasi Orang Lain: Ini adalah bentuk
pelanggaran kewajiban yang paling mendasar. Misalnya, melakukan
tindakan kekerasan terhadap orang lain, melakukan diskriminasi,
atau merampas kebebasan orang lain.

Tidak Membantu Sesama yang Membutuhkan: Meskipun tidak
selalu ada sanksi hukum, mengabaikan orang yang dalam kesulitan
(kecuali membahayakan diri sendiri) adalah pelanggaran kewajiban
moral asasi.

Merusak Lingkungan Hidup: Membuang sampah sembarangan,
melakukan perburuan liar, atau penebangan hutan ilegal adalah
pelanggaran kewajiban asasi untuk menjaga kelestarian alam
sebagai sumber kehidupan bersama.

Menyebarkan Kebencian dan Intoleransi: Menggunakan hak
kebebasan berpendapat untuk menyebarkan ujaran kebencian yang
memecah belah masyarakat adalah pelanggaran kewajiban asasi
untuk menjaga kedamaian dan harmoni.

Pelanggaran Kewajiban Warga Negara (contoh konkret)

Pelanggaran kewajiban warga negara adalah pengabaian terhadap
tanggung jawab yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang.
Contoh-contoh konkret di Indonesia:

a.

Tidak Mematuhi Hukum dan Peraturan: Melanggar rambu lalu
lintas, tidak memiliki SIM saat berkendara, melakukan korupsi, atau
terlibat dalam tindak pidana lainnya. Misalnya, kasus pengendara
motor yang menerobos lampu merah atau tidak memakai helm.

Tidak Membayar Pajak: Penggelapan pajak atau penundaan
pembayaran pajak tanpa alasan yang sah, yang merugikan negara
dan menghambat pembangunan.

Tidak Ikut Serta dalam Upaya Pembelaan Negara: Menghindari
wajib militer (jika ada), tidak peduli terhadap ancaman kedaulatan
negara, atau bahkan menjadi bagian dari kelompok yang
merongrong keutuhan NKRI.
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d. Tidak Menghormati Simbol-simbol Negara: Tidak menghormati
bendera, lagu kebangsaan, atau lambang negara.

e. Tidak Berpartisipasi dalam Pemilu: Golput (golongan putih) tanpa
alasan yang kuat, yang berarti mengabaikan hak sekaligus
kewajiban untuk ikut menentukan arah bangsa.

f. Tidak Menghargai Perbedaan: Melakukan tindakan intoleransi
terhadap kelompok minoritas, merusak tempat ibadah, atau
menyebarkan paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

3. Pelanggaran Kewajiban Moral dan Hukum

Sebagaimana hak, kewajiban juga memiliki dimensi moral dan hukum.
Pelanggaran kewajiban moral adalah pengabaian terhadap nilai-nilai
etika dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Contohnya
adalah berbohong, ingkar janji, tidak menghormati orang tua atau guru,
tidak menjaga kebersihan lingkungan bersama, atau tidak menunjukkan
empati kepada sesama. Meskipun tidak ada jerat hukum, pelanggaran
ini dapat merusak reputasi dan hubungan sosial seseorang.

Pelanggaran kewajiban hukum adalah tindakan tidak mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah
mencuri, melakukan penipuan, menganiaya orang lain, tidak membayar
utang sesuai perjanjian, atau melanggar hak cipta. Pelanggaran ini akan
berujung pada proses hukum dan sanksi yang telah ditetapkan. Penting
untuk diingat bahwa banyak kewajiban moral yang telah diangkat
menjadi kewajiban hukum karena dianggap krusial untuk menjaga
ketertiban dan keadilan masyarakat. Misalnya, kewajiban moral untuk
tidak mengambil barang milik orang lain menjadi kewajiban hukum
dengan adanya pasal pencurian.

C. FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN

Memahami faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban sangat
penting untuk merumuskan solusi yang tepat. Penyebabnya bisa sangat
kompleks, saling terkait, dan bersifat multidimensional.

1. Faktor Internal (Sikap Egois, Rendahnya Kesadaran Hukum,
dil.)

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu
atau kelompok yang melakukan pelanggaran.

a. Sikap Egois dan Individualistis: Kecenderungan untuk
mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan atau hak
orang lain. Seseorang yang egois seringkali merasa bahwa haknya
adalah yang paling utama dan kewajibannya adalah nomor dua.
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Rendahnya Kesadaran Hukum dan Moral: Ketidaktahuan atau
ketidakpedulian terhadap aturan hukum yang berlaku serta nilai-
nilai moral yang dijunjung tinggi masyarakat. Ini bisa disebabkan
oleh kurangnya pendidikan, sosialisasi, atau lingkungan yang
permisif terhadap pelanggaran.

Kurangnya Rasa Empati dan Toleransi: Ketidakmampuan untuk
memahami dan merasakan perasaan orang lain, serta
ketidakmampuan untuk menerima perbedaan. Hal ini seringkali
menjadi akar dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

Mentalitas "Mumpung" dan Aji Mumpung: Sikap memanfaatkan
kesempatan untuk keuntungan pribadi meskipun melanggar hak
orang lain atau kewajiban. Ini sering terlihat dalam praktik korupsi
atau penyalahgunaan wewenang.

Fanatisme Sempit: Keyakinan berlebihan pada kelompok atau
pandangan sendiri yang menyebabkan penolakan terhadap
pandangan lain, seringkali berujung pada intoleransi dan
pelanggaran hak berkeyakinan.

Lemahnya Kontrol Diri: Ketidakmampuan untuk mengendalikan
emosi, nafsu, atau keinginan, yang dapat mendorong seseorang
melakukan tindakan impulsif yang melanggar hak atau kewajiban.

Faktor Eksternal (Struktur Sosial, Penegakan Hukum, Ekonomi,
Politik, dIl.)

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu
atau kelompok, yang meliputi lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan
sistem hukum.

a.

Lemahnya Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum yang tidak
profesional, korup, atau tebang pilih dalam menangani kasus
pelanggaran. Hal ini menciptakan impunitas dan melemahkan
kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Struktur Sosial yang Tidak Adil: Kesenjangan sosial ekonomi yang
lebar, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau gender yang
terlembaga, serta sistem patronase yang menguntungkan
kelompok tertentu. Struktur ini dapat memicu terjadinya
pelanggaran hak dan kewajiban.

Faktor Ekonomi: Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan
distribusi sumber daya dapat mendorong orang untuk melakukan
pelanggaran (misalnya pencurian) atau menjadi korban
pelanggaran (misalnya perdagangan manusia).
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d. Faktor Politik: Kebijakan pemerintah yang tidak partisipatif atau
tidak berpihak pada rakyat, penyalahgunaan kekuasaan oleh
pejabat, atau konflik politik yang memicu pelanggaran HAM.

e. Pengaruh Media Massa dan Teknologi Informasi: Penyebaran berita
bohong, ujaran kebencian, atau konten provokatif melalui media
sosial yang dapat memicu konflik dan pelanggaran hak.

f. Budaya Masyarakat yang Permisif: Lingkungan sosial yang
cenderung mentoleransi atau bahkan membenarkan pelanggaran
tertentu, misalnya perundungan atau kekerasan dalam rumah
tangga.
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